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- PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
..~ BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

“) Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
o Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 ~ 3615867
' Email | Kesbang@makassar.go id Home page - http.www.makassar.go.id

Makassar, 02 Januan 2023
Kepada

Yth. 1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

2. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR

3. KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MAKASSAR

4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KOTA MAKASSAR

Di-
MAKASSAR
SURAT IZIN PENELITIAN
s 02
Dasar ¢ 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional limu
Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman
Peneltian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 13703/S.01/PTSP/2022 Tanggal 23
Desember 2022 perihal Izin Penelitian.
Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada
prinsipnya Kami menyetumdanmmbafikmlun?omﬁuan kepada :

Nama . EKA BONITA JUNIARTI

NIM / Jurusan . B022192004 / Kenotariatan

Pekerjaan . Mahasiswa (S2) / UNHAS

Tanggal polaksanm 02 Januari s/d 22 Maret 2023

Jenis Peneliian . Tesis

Alamat . JI. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Judul . “PERIZINAN PEMANFAATAN RUMAH HUNIAN UNTUK KEGIATAN USAHA KAFE

DI KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR"
Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan
selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpelmks@gmail.com.

an. WALlKOTA MAKASSAR

W o\ A PombmaTmoutanb
N 5= NP7 19730607 199311 1 001
Tembusan : e
1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Prov. Sul - Sel. & Makassar,
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kota Makassar (sebagal laporan
4, KWWWTMMMWMMMM susaawaomr
5. Dekan Fak Hukum UNHAS d Makassar,
t;, Mahasiswa yang bersangkutan,



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

&) DINAS PARIWISATA
a4 JI. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar 90144, Phone/Fax : 0411 - 424 832
ail - parw t mal r Website htt ta.f

REKOMENDASI

NOMOR : 287/ DISPAR/008/"! /2023

Menindaklanjuti Surat Dari UNIVERSITAS HASANUDDIN dengan nomor 13703/5.01/PTSP/2022
Tanggal 23 Desember 2022, Perihal Izin Penelitian.

Maka kami dari Dinas Pariwisata Makassar pada prinsipnya memberikan izin sekaligus memberi
Data Survey Kepada :

Nama : EKA BONITA JUNIARTI
NIM / Jurusan : B022192004 / Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa (52) / UNHAS

Judul . “PERIZINAN PEMANFAATAN RUMAH HUNIAN UNTUK KEGIATAN USAHA
KAFE DI KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR”

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan
sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Januari

" MGHAMMAD ROEM, S.STP., M.Si
"Pangkat : Pembina
Nip  :19831110200212101




e

&

Kepads

Yth. Kapala Dinas Penanaman Modal gan Pal

Kota Makassar
di - MAKASSAR

ayanan Terpadu Saty Pinty

PERMOHONAN 1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (M8}

Sayayang bertandatangan dibawahini

NAMA PEMIOHON

ALAMAT PEMOHON

JL

untuklokasi tanan/Lzhan/Persi :

mengajukan permohonan lzin Mendirikan S8angunan iM3a;

ALAMAT BANGUNAN JL
SURAT TANAH/LUAS TANAH SHM / HGB/ AKTA JUAL BELI, SELUAS ..o m2.
NAMA PADA SURAT TANAH

NOMOR/TGL SURAT TANAH
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Urip Sumoharjo, No. 8, Makassar. Tlp. 0411-453101

KOLOM VERIFIKASI

FORMULIR PENDAFTARAN & PENDATAAN
SUBJEK & OBJEK PAJAK

RESTORAN

PERHATIAN :
1. Harap ditulis dengan huruf KAPITAL;
2. Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali
kepada Petugas Pendata Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar JI. Urip Sumoharjo, No. 8.

3. Formulir diterbitkan dan diverifikasi oleh Petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

- -
[ A._DATA SUBJEK PAJAK RESTORAN |

1. Nama Pemilik/ Pengelolah

2. Jabatan 8
3. Alamat (Fotocopy KTP/ Kartu Domisili dilampirkan)
* Jalan/ No :
- B Tlp/HP:
* Kecamatan / Kelurahan D e RN e UL o) g o R AN e e
* Kota / Kabupaten e e ik 21, T A _
4. No. KTP

5. No. NPWP

B. DATA OBJEK PAJAK RESTO! AN
1. Bidang Usaha
2. Nama Badan/ Merk Usaha

3. Alamat (Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan dilampirkan)

* Jalan/ No _OWPTINERES

PP ST TN )
ORT.: [ofswsmfn] e ORME | [ kodepos: [ T T [ 1] -

* Kecamatan / Kelurahan § /

* Kota / Kabupaten : ________:: Yo gnoF el &

4. Surat Izin yang dimiliki (Fotocopy Surat Izin dilampirkan)

* Izin L No : Tl :

i e A D

o T Tgl ST

e T I g

L No _ ------------------- Tgl _ """"""""
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B ST
| Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----=====-=---
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini ---------------
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang

berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ------------

| 3.8
| mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -------- 2

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk
selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran Dasar“) sebagai
Lo 8 1 B e
---------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ---ccceemeammmnanan
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -========cccccommamam .
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----
“PERSEROAN"), berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi -----------
Sulawesi Selatamn. ------c-cccocmmmm oo a e ecicmmememcemceaee

2. PERSEROAN dapat membuka kantor cabang atau kantor

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan
persetujuan dari KomiSaris.—==-======-=mmmmmmmm e
---------------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----eecceeae
Pasal 2
PERSEROAN didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.------------
------------ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ---------
Pasal 3
- Maksud dan tujuan PERSEROAN ialah berusaha dalam bidang ---

. Aktivitas Jasa, Perdagangan, dan Industri Makanan.---------=------

l - Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ---------------
PERSEROAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --------
[T 4 1 e
1. Restoran (56101 );==mmmmmm oo el

2. Bar (56301 )i mmmmmmm e e e e e

— gy

e ey
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha -

2. Alamat :JL ANGGREK RAYA, NO 18, Desa/Kelurahan Paropo, Kec
Panakkukang, Kola Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan

3. Nomor Telepon Seluler :

Email - maniac.cafe. 18@gmail.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)
5. Skala Usaha Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal
Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan keg 1 berusaha sebag a terlampir dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandin pelaku
usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Maret 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2022

1. Dokumen i ditertitkan sistorn OSS bordasarkan data dan Peloku Usaha tersimpan dalam sistem OSS. yang memadi tanggung jawab

Pelaku Usaha -
& Dalarn hai oo i ok i ahan -
3 Dokumen i folah gan: secara otithat yang diertitkan oleh BSrE BSSN N S
4 Data lengkap Penzinan Berusaha dapat dperoleh melahy sistem OSS menggunakan hak akses
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